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ABSTRAK

Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang
mempunyai fungsi memberikan pelayan kepada masyarakat yang dimana kantor
imigrasi ini terdapat di berbagai.daerah. Disini peneliti mengambil salah satu
kantor imigrasi yang ada di Kabupaten Bengkalis yang dimana Kantor imigrasi
Kelas II-Bengkalis merupakan salah satu Kantor yang bergerak dalam satu bidang
keimigrasian, antara lain memberikan pelayanan, pengawasan dan penindakan
keimigrasian. kurang efektifnya pelayanan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas Il
Bengkalis membuat masyarakat merasa kurang ‘maksimal dalam mendapatkan
pelayanan' terutama pembuatan paspor, hal ini diperkuat dengan kurangnya
penjelasan dari pegawai keimigrasian di Kantor Imgirasi Kelas Il Bengkalis
tentang standar oprasional prosedur yang sudah dijelaskan di dalam undang-
undang Keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM, maka hal ini
juga menjadi salah satu faktor kurang baiknya cara pelayanan mulai dari tingkat
bawah di Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis. Masalah dalam penelitian ini
adalah, bagaimana pengawasan atas pelayanan pembuatan paspor di Kantor
Imigrasi Kelas Il Bengkalis?, dan Apa hambatan Kantor Imigrasi Kelas Il
Bengkalis dalam melakukan pengawasan = atas  pelayanan pembuatan
paspor?.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitianini yaitu metode
penelitian deskriptif kuantitatif dengan tipe penelitian survei. Instrument
pengumpulan data dalam penelitian ini memprioritaskan quisioner sebagai alat
pemeroleh bahan baku utama;untuk memperoleh, kondisi riil. Selain itu, penelitian
ini juga menggunakan teknik ‘'observasi dan-wawancara. untuk penarikan sampel,
peneliti menggunakan taknik purposive sampling, yakni teknik penentuan sampel
dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Dalam teknik ini, sampel
dipilih secara sengaja tetapi harus sesuai dengan persyaratan sampel yang
diperlukan atau dapat mewakili populasi. Hasil penelitian dari pengawasan atas
pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 11 Bengkalis. masyarakat
sudah mendapatkan kepuasan dan dikatakan baik terhadap pengawasan pelayanan
pembuatan paspor. Meskipun demikian.masih adanya repon dari masyarakat yang
mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan masih kurang baik. Adapun
hambatan yang dihadapi oleh pegawai Kantor Imigrasi kelas Il Bengkalis dalam
pengawasan atas pelayanan pembuatan paspor yakni masih kurangnya sumber
daya manusia dan ketersediaan jaringan internet yang belum memadai dan masih
kurangnya kapasitas dari aplikasi pembuatan paspor secara online serta kurangnya
pengetahuan masyarakat.
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ABSTRACT

The Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and
Human Rights has the function of providing servants to the public where the
immigration office is located in various regions. Here the researcher took one of
the immigration officestin Bengkalis Regency where the Immigration Office of
Class 1l Bengkalis is one of.the Immigration Offices;.including providing
immigration.services, supervision and enforcement. the ineffectiveness of services
available at the Class Il Bengkalis Immigration Office made people feel less than
optimal in obtaining services, especially the making of passports, this was
reinforced by the lack of explanatian: from: immigration officials at the Bengkalis
Class 1l Immigration Office ‘about operational standard procedures described in
the law Immigration and the Minister of Law and Human Rights Regulations, this
is also one of the factors that are not good for the way of service starting from the
lower level in'the Class Il Immigration Office in Bengkalis. The problem in this
study is, how is the supervision of the service of making passports in the
Immigration Class Il Office of Bengkalis ?, and What is the obstacle of the
Bengkalis Class Il Immigration Office in supervising passport-making services?.
The research method used in this research is descriptive quantitative research
methods with type of survey research. Data collection instruments in this study
prioritize questionnaires as the main means of obtaining raw. materials to obtain
real conditions.. In addition,this. study alse.uses observation and interview
techniques. for sampling, researchers used purposive sampling techniques, namely
sampling techniques with certain considerations or special selection. In this
technique, samples are chosen intentionally but must be in-accordance with the
requirements of the sample needed or/canirepresent the population. The results of
the research from the supervision of passport-making services at the Class Il
Immigration Office in Bengkalis. the community has gained satisfaction and is
said to be good at supervising passport-making services. Despite this there is still
a response from the community who say that the supervision carried out is still not
good. The obstacles faced by employees of the Class Il Bengkalis Immigration
Office in the supervision of passport-making services are still lack of human
resources and inadequate internet network availability and lack of capacity from
online passport-making applications and lack of public knowledge.

xii
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grasian. Bersamaan dengan
perkembangan di dunia internasiona terjadi perubahan di dalam negeri
yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring
dengan bergulirnya reformasi disegala bidang. Perubahan itu telah membawa
pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban

bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia
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memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar

atau masuk Wilayah Indonesia.

Globalisasi yang.terjadi di dunia sekarang ini_telah mempengaruhi system

ok [[uf nasional yang
~ g

w Jsi dan tugas

ang-undang Dasar

- enurut agamanya,
ih. | ekerjaan, memilih
di vilayah negara dan

. Q (1) “undang-undang dasar 1945 ini,

XNy
terdapat frasa “setiap orang bebas pat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya serta berhak kembali”.Untuk memasuki atau meninggalkan
wilayah suatu negara tentunya harus dapat menunjukkan dokumen perjalanan

yang sah dari suatu Negara dalam bentuk Paspor. Apabila seorang tidak dapat

menunjukkan dokumen maka dipastikan bahwa bersangkutan akan di deportasi.
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Direktorat jendral Imigrasi adalah salah satu lembaga Negara yang berada

dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan pelayan

kepada masyarakat yang dimana kantor imigrasi ini terdapat di berbagai daerah.

AwALN:

khususnya
daerah yan
tidak bisa

Itulah sebab

«atA%EN

<

izin dari Neg

Didalam U

-
>
—t
QD
>

«
A
<.
=.

«
-
QD
@,
QD
>

menjelaskan keimigra
yang berbunyi:
“Keimigrasian ialah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar

wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di
wilayah Negara Republik Indonesia”.

Kemudian untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Republik

Indonesia maka Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh
3
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Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia menerbitkan dokumen lintas
negara sebagai bukti sahnya warga negara untuk masuk atau keluar Wilayah

Indonesia yang berbentuk Paspor, selanjutnya diatur dalam Pasal 1 ayat 16 UU

esia kepada
negara yang

tentang Keimig aka peme an Pemerintah No
31 Tahun 2 2011 Tentang
Keimigrasia ana pers Jaklanjuti oleh

Kementrian Kemenkumham

pemerintah) dengan orang yang dilayani (publik) akan tetapi juga terletak pada
seluruh proses pemenuhan kebutuhan dari masyarakatnya pelayanan dalam arti
luas), seperti pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap jalan yang baik,

pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap saranana pendidikan dan sarana



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

kesehatan, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana perekonomian, kebutuhan
masyarakat terhadap sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan, kebutuhan

masyarakat akan rasa aman, tertib dan tentram dan segala bentuk proses

dari pelayana erse S ) g anan “dalam arti
yang luas”
yang luas
umum oleh

<)
en |
[
:F
ppublik dalam arti
[
ar:
o

seorang pra selaya : : dengan seorang

terbaik kepada masyarakatnya sebag Uatu kewajiban dari pemerintah, baik

pelayanan publik dalam arti luas maupun dalam arti sempit.

Kemudian Sri Maulidiah (2014:23) melanjutkan penjelasannya bahwa,

proses pelayanan publik dalam kehidupan suatu negara atau penyelenggraaan
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suatu pemerintahan memiliki makna dan arti yang sangat strategis dan
penting,mengingat kebutuhan dari masyarakat yang terus ada dan bahkan

kecenderungannya kebutuhan masyarakat tersebut terus meningkat.

masih t gat tinggi
seiring d dikeluhkan
oleh sebag g an pelayanan
publik, karena s ealita ha - f besinggungan

dan bersent

dalam mement pNya h.penyelenggaraan

si pemerintah.

- o
ini merupakan sua g di Inst
<z
<&

a pemerintah adalah

i U
2rus berupaya meningkatkan
kualitas pelayanan yaitu merupaka atu kondisi dinamis yang berhubungan

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian tersebut.

Pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri merupakan lingkup

pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
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Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Pelayanan
publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap

pelayanan

publik disua 3 ha at memecahkan

masyarakat

membuat Se

itu organisasi pemeri uk mencapai suatu tujuan

LI ,_
G IR S -
tertentu melalui kerjasama tea pi di dalam kepemimpinan Kepala
kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis masih sering mendapatkan kesulitan untuk
menciptakan suatu aktifitas kerja yang dapat berjalan dengan baik, lancar, dan
terarah. Oleh karena itu demi mewujudkan kelacaran pekerjaan tersebut secara

efektifitas dan efisien serta kualitas kerja yang bagus sebagai salah satu organisasi

7



pemerintah, maka Kantor Imigrasi harus menciptakan suatu kondisi yang

membuat para pegawainya menjadi pekerja yang profesional.

Kemudian daripada itu para aparatur keimigrasian yang memproses
pembuatan paspor harus berpedoman dari aturan Keimigrasian yang dimana
proses pembuatan paspor sudah diatur sedemikian rupa dalam “Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Republik!Indonesia Nomor '8'Tahun 2014 tentang Paspor Biasa
dan Surat Perjalanan Laksana Paspor”. Untuk itu, Proses yang dibuat tersebut
harus berpedoman pada aturan perundang-undangan yang dimana harus
dilaksanakan secara detail dan bertahap yaitu menjelaskan dari tahap awal sampai
dengan akhir tentang tata cara pembuatan paspor. Yang kemduian disetiap
pekerjaan yang dikerjakan itu saling berhubungan antar bagian satu dengan bagian
lainnya sesual tanggung jawab masing-masing yang selanjutnya akan membentuk
suatu rangkaian kerja sehingga-konsistensi kerja tetap terjaga. Adapun bunyi dari

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

“Proses harus dilaksanakan dengan baik sehingga akan mudah bagi
aparatur keimigrasian untuk menjabarkan proses pembuatan parspor mulai
dari pengisian formulir permehonan, ‘pemeriksaan kelengkapa dokumen,
pembayaran biaya paspor, pengambilan foto dan sidik jari, wawancara,
verifikasi dan adjudikasi”.

Supaya para waraga negara yang ingin membuat paspor sudah mengerti
alur pembuatan paspor dan ini juga berdampak kepada pegawai imigrasi yang

bekerja di bidang pembuatan paspor merasa lebih nyaman dan kosentrasi terhadap
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perkerjaannya. Kemudian selanjutnya hasil yang didapat sangat memuaskan dan

maksimal.

Aturan yang dibuat di dalam UU Keimigrasian dan PP Nomor 31 tahun

melaksanakan pelayanan yang lebi dan harus memiliki kesadaran terhadap
tugas dan tanggungjawabnya sebagai lembaga pemerintah yang melayani
masyarakat Indonesia dalam pelayanan jasa Surat Perjalanan Republik Indonesia

atau Paspor, agar sesuai dengan yang diharapakan oleh masyarakat.
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Seiring dengan banyaknya warga Negara Indonesia yang keluar negeri,
maupun banyaknya warga negara asing yang masuk ke Indonesia pemerintah

telah membuat sebuah kebijakan dengan memberikan surat jalan laksana paspor

perjalanan a da uk me 0 warga negara

Indonesia enuhi aratan-persyarz Va entukan dalam

undang-undan por pada kantor
Imigrasi.

Di dalam.p el an 0as Imigrasi Kelas 1l
Bengkalis, data diri sudah

termasuk alat foto

dan sidik jari yang me ’u &
Q

netril ' ohonan paspor di Kantor
Imigrasi Kelas Il Bengkalis dika “ ggi tingkat pengurusannya, hal ini
dikarenakan Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang berdekatan dengan
Negara Malaysia dan Singapura. Keperluan masyarakat dalam mengurus paspor
baru sangat beraneka ragam diantaranya untuk keperluan wisata keluar negeri,
berobat, kunjungan keluarga dan bekerja diluar negeri.

10
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Terkait penelitian ini pelayanan yang dimaksudkan adalah tentang
pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis. Penerapan pelayanan

kantor Imigrasi yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

membutuhkan seg - ' ay ainnya.Tidak hanya

. Petugas tida w asyarakat dalam melayani

seperti ada kesan “ permohonan paspor ketika ada
dokumen yang tidak lengkap atau menyuruh pemohon paspor untuk
bertanya ke bagian informasi sehubungan dengan kekurangan dokumen

yang dimaksud.

11
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3. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kerja, seperti ruang tunggu

yang sempit apabila banyak masyarakat yang akan mengurus papor,

penataan ruangan yang kurang rapi.

penulis merasa : nigrasi Kelas 11

Bengkalis

Paspor Di

B.
yang penulis
paparkan diat g asalaha ngkat dalam penelitian
ini adalah :

1. Bagaimana penc ‘ : g
@1\“‘
Imigrasi Kelas 11 Bengka

2. Apa hambatan Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis dalam melakukan

pengawasan atas pelayanan pembuatan paspor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

12
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Untuk menghasilkan penelitian yang baik maka pada dasarnya harus
memiliki target maupun tujuan tertentu. Adapun tujuan daripada penelitian yang

penulis tergetkan sebagai berikut :

g
z7
>
o
r
o
¢
<7
<
T

dari proses

BANN

5
g

«-‘-3‘
-

NGH

c. Sebagai sumber da

‘*‘ ahuan peneliti lainnya untuk
<o

A\ 2y
erta feedback bagi Kantor Imigrasi
Kelas 11 Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan,

khususnya untuk pembuatan paspor.

D. Tinjauan Pustaka
13
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1. Konsep Pelayanan Publik

Pada hakekatnya suatu pelayanan publik memiliki suatu ruang lingkup

yang sangat luas, tidak.hanya terbatas pada pelayanan dalam arti sempit, yakni

yang baik,

pemenuha an dan sarana

kesehatan, an, kebutuhan

ALNEY

an, kebutuhan

3
QD
<
b}
=
QD
x
b}
~—+

bentuk proses

Q l' ‘3
Wi

asyarakat dalam

um ruang lingkup

yang luas merupakan suatu prose enuhan kebutuhan masyarakat secara
umum oleh embaga birokrasi pemerintah. Sedangkan pelayanan publik dalam arti
yang sempit merupakan pelayanan publik yang dilakukan secara tatap muka oleh

seorang praktisi pelayanan publik (aparatur pemerintah) dengan seorang

14
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masyarakat seperti pengurusan surat menyurat administrasi pemerintahan,

administrasi pembangunan, dan administrasi pelayanan kemasyarakatan.

Bagaimanapun_.kondisi masyarakatnya, pemerintah sebagai unsur

Pelayana gai fungsi dasar dari suatu, pen ahan sampai saat ini

masih tetap : 1emi nsicyang sangat tinggi

dan bersentuha dengan pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga pemerintah
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga masalah penyelenggaraan
pelayanan publik masih tetap menjadi suatu pembicaraan yang serius baik bagi

unsur masyarakat yang menerima pelayanan publik maupun unsur institusi

15
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pemerintah yang melaksanakan proses penyelenggaraan pelayanan publik, dan hal

ini merupakan suatu gejala umum yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah.

Perry dalam Napitula (2007:9) mengemukakan, pelayanan dalam arti luas,

yakni 3 1blik ervice dengan publik
admini
publik.
konteks i
elemen ad : ganisasi dan proses
manajeme aa < mensukseske elayanan publik,

dimana pe

secara interchangeable dan dianggap emiliki perbedaan mendasar.

Pelayana publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pekayanan

16
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administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sedangkan
penyelenggara pelayanan public atau disebut sebagai penyelenggara adalah setiap

institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk

berdasarkan undar 1d3 tuk iatan.pe 3 ik, dan badan hukum

Y

f" 269) bahwa;
sebagaimana i bahwa s ] 4’ atnya adalah
pelayanan 3 syaraka : an untuk melayani
dirinya s an tet < melaya an kebutuhan
masyarakat se ) isi ] n setiap anggota
masyarakat yangkan _kemamp £a a demi mencapai

tujuan bersal

khususnya dalam hal pemenuhan uhan dasar dari masyarakatnya,karena
pemerintah dibentuk dari awlnya memang untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakatnya, suatu pemerintah ada dan di adakan pada awalnya tidak lain
adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, oleh karena itu

lembaga pemerintah sudah harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas
17



terhadap kebutuhan dasar masyarakat tersebut. Kondisi ini mengharuskan
pemerintah untuk selalu melakukan pelayanan publik yang baik terhadap

masyarakatnya dalam berbagai bentuk kebutuhan yang dimiliki oleh

adalah suatu = a ol; ang bersifat tidak kasat

iy disay yejepe il udwnyo(]
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konsumen atau pelanggan”. Berdasa efinisi di atas dapat disimpulkan bahwa
pelayanan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada
orang lain yang tidak berwujud dan tidak berakibat pada pemilikan sesuatu pada
jual beli barang- atau jasa sehingga orang tersebut memperoleh sesuatu yang

dinginkannya.
18
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Pengertian dari suatu konsep pelayanan publik tidak hanya dibuat oleh
para ahli pelayanan, akan juga diberikan oleh suatu kelembagaan negara yang

dalam hal ini adalah Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, menurut Surat

o
‘k ﬂ'}' ngsi aparatur
v

abdi “;’ Eksistensi dari

masyarakat, Ia tidak dimaks , ya sendiri namun untuk

memberikan ¢ ani berba . d ‘ masyarakat.”

produk, jasa, manusia jan, ana penilaian dari suatu

b,

< LI 2
kualitasnya dapat ditentukan Sa atu proses pemberian pelayanan
publik tersebut kepada unsur masyarakat yang dilayani. Maka indikator penilaian
kualitas dari suatu pelayanan publik tersebut harus dimulai dari adanya suatu

kebutuhan masyarakat dan akan berakhir pada persepsi masyarakat dalam menilai

19
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proses penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh institusi

pemerintah tersebut.

dalam hal ini.ad ; raka erta mudah untuk

dilaksanaka

a kejelasan dari
penyelenggaraan

wenang dan tanggung
dan penyelenggaraan

pembayaran.

2. Kepastian Waktu

20
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Proses pelayanan publik dapat diselesaikan dengan waktu yang telah

ditetapkan.

Akurasi

Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadali,
mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan
teknologi telekomunikasi dan informasi.

Kedisiplinan, Kesopanan Dan Keramahan

21
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Unsur pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun,

ramah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan

ikhlas.

g indah dan

T
1ship), etika pemerintah dan jabatan,
s

yang cukup penting disamping

nilai-nilai keadilan, kev . Q ‘
patriotism, dan responsiveness.
mengenai nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.

22
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3. Pengertian Paspor

Paspor dijelaskan didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang

warga - eq ing berlaku

selama jangka S . 3 erintah Nomor.
36 Tahun' 199 ang erjala uh a.(paspor) adalah

dokumen res ) 3 s donesia untuk

melakukan

Pelayanan s

A%V

N\

)
@D
=
=.
L.
>
Q
<
QD
>
«©«
=
X
@
c
QD
=
~
QD
5

Jenderal Imi

Operasional P

perjalanan antar negara.

Didalam buku paspor memiliki identitas dari pemiliknya, yang meliputi
foto pemilik, tanda tangan pemilik, tempat dan tanggal kelahiran, informasi

kebangsaan dan juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual.
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Tidak hanya sebatas itu terkadang sebuah paspor juga mencantumkan daftar
negara yang tidak boleh dimasuki oleh si pemilik paspor itu sendiri. Tergantung

daftar Negara yang tidak membolehkan warga negara lain masuk ke negaranya.

1. Pasp ‘ : ang digunakan

oleh masyara 2 : eriba ntuk melakukan

tahun. Parpor 24 Halama ulu’ hanya di peruntukkan kepada TKI
dengan biaya lebih murah. Namun seiring berjalannya waktu
peraturan telah terjadi perubahan, dikarenakan aturan-aturan sebelumnya,

memang masih ada “kepercayaan” di kalangan masyarakat bahwa Paspor

24 halaman adalah untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja
24
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ke luar negeri. Untuk itu masyarakat biasa di wajibkan untuk mempunyai
paspor 48 halaman. Jadi Paspor 24 halaman dan 48 halaman mempunyai

fungsi dan kegunaan yang sama yang membedakan hanya pada lembar

Organisation),

sensor wajah

Indonesia untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka
waktu tertentu”. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
dipaparkan kembali di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994
Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (paspor) adalah dokumen resmi

25
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yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini oleh
Dirjen Imigrasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan keluar negeri atau

masuk ke wilayah Indonesia. Prosedur pembuatan paspor harus sesuai

negara dari neg , § adalah sebuah buku
saku kecil eluarka en Im “1 identitas resmi
pemilik pa

jenis Paspo

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara
abstrak suatu fenomena sosial atau alami.Konsep mempunyai tingkah generasi
yang berbeda-beda.Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin

dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan menganalisa dan tidak mengaburkan

26
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konsep Guna menghindarai kesalahan pembaca dalam menafsirkan judul
penelitian diatas, maka dengan ini penulis memberi batasan” terhadap judul

tersebut.:

2) 3 ntutan pe ] va) dala embangan sesuatu

3) | 1da -usaha L yiapkan atau

4) orang yang
yelesaikan  suatu
5) - iku | nakan untuk melakukan

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan sebuah pedoman tentang tata cara seorang peneliti
mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang

dihadapinya. Metode penelitian diperlukan sebagai suatu gambaran dalam suatu

27
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garis pemikiran yang tidak bias. Ada beberapa jenis penelitian, antara lain
penelitian survey, eksperimen, grounded, kombinasi pendekatan kualitatif dan

kuantitatif. Adapun metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah

tergantung

Dalam pe

Sampling.

alasan, kantor tersebut yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap proses

pelayanan pembuatan paspor.

28
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3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Murti Sumarni_.dan Salamah Wahyuni (2006:69) Populasi merupakan

penelitian , eberapa bagi: migrasi Kelas
Il Bengkal
sebanyak ang terdiri asi La sian, Kasubbag

Tata Usaha,

Tabel 1.1:  Populasi dan Sa an Proses Pelayanan Pembuatan
Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 11 Bengkalis.

No Sub Populasi Populasi Sampel Persen

1 | Kasi Lalu Lintas Keimigrasian 1 1 100%

9 Ka'_si -Pengawasan dan Penindakan 1 1 100%
Keimigrasian

3 | Kasubsi Informasi 1 1 100%

4 | Pemohon Paspor 150 45 30%

Sumber :Modifikasi Peneliti,2019
29




4. Teknik Penarikan Sampel

Dalam menentukan sampel pada penelitian ini, untuk penarikan sampel

Kasi Lalu Lintas Keimigrasian, Kasi Pengawasan dan.Penindakan Keimigrasian,

purposive

~
ﬁ pel dengan
g .
=1 dipilih secara
W
=
g_ S kan atau dapat
o Z
2 =
= g
=)
B »
< &
o = S menggunakan
z =
- >
5 2.

=
o 2
p—
B =
=5 7 i secara langsung (dari
E begitu, data ini hanya bisa
o
= diperoleh peneliti melalui wawancara, quisioner dan observasi. Dalam penelitian

ini, peneliti akan melakukan observasi secara langsung dan mewawancarai
beberapa sampel terkait Proses Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi

Kelas Il Bengkalis.
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B. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang peneliti ambil sebagai bahan

penunjang atau pembanding guna memahami data primer yang berasal dari,

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan. Dalam

hal ini yang menjadi informan adalah :

31
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TABEL 1.2 Nama Informan

No Nama

Jabatan

1 |Yose Rizal, S.Kom

Kasi Lalu Lintas Keimigrasian

2 |Donny Febriansyah, SH

Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

mengetahui

kantor Imig

Kelas Il Bengkalis.
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c. Kuisioner
Kuesioner adalah cara pengumpulan data berbentuk informasi dari

beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada responden secara acak yang

o

=)

7 s * s dengan melihat
atau menga 1*‘ i e g sendiri maupun
orang lain te ; n mengumpulkan data
yang terkait ' paspor di Kator

Imigrasi Kel > a-pu i 1kan berupa dokumen-

observasi.
7. Teknik Pengukuran Data

Seperti yang telah disampaikan pada poin tujuan penelitian, penelitian ini

dilakukan untuk melihat Pengawasan Atas Pelayanan Pembuatan Paspor di
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Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis. Untuk itu, perlu dilakukan penilaian terhadap

pengawasan pelayanan tersebut. Maka untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis

Agar point-point diatas dapat kita pahami maka, masukkan kedalam
Metode Skoring yakni sebagai berikut:

Mencari Skor Tertinggi dan Skor Terendah untuk menentukan Range Skor
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Range Skor = Skor Tertinggi — Skor Terendah

Jumlah Klasifikasi

Skor tertinggi = Skor Tertinggi Tiap Item x Jumlah Item Pertanyaan x Jumlah Responden

nlah Responden

at kepuasan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun
sekunder, kemudian data tersebut disatukan berdasarkan masalah pokok yang
penulis teliti dan data yang diperoleh dari wawancara. Setelah data tersebut dapat,

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian bersifat kualitatif,
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yaitu berdasarkan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode

deduktif yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil-dalil

umum terle

khusus.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Bengkalis

Prop i ermasuk salah sa paling kaya di

Indonesia. Kekayaa o i ninyak bumi, batu bara,
hutan, hasil- asil-hasil laut serta
sungai, - Ri ke pusat setiap

produksi nasional. Bahkan, Riau termasuk tiga propinsi terkaya di Indonesia
dengan pendapatan 3,7 trilyun, di bawah Jawa Barat (5,2 trilyun), dan Jatim (4,3

trilyun).
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Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah.
Berdasarkan cerita rakyat yang ada , dimulai pada tahun 1645, Bengkalis hanya

merupakan Kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678

yang me Va ) . Ders : dagang dari

Palemba 3 ] 3 ang, Petani,

Sejaleh, Perbatinan Pe . atinan Petalang, Perbatinan
R ) “‘w

Tebing Tinggi, Perbatinan Seng an Merbau, Perbatinan Rangsang,
Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan

Kepenghuluan Betung.

Saat didirikannya Kerajaan Siak tersebut Bengkalis dan Bukit Batu

dijadikan pos terdepan dalam rangka pertahanannya dengan pimpinan Datuk
38



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Laksamana Raja Di Laut. Datuk Laksamana Raja Dilaut membangun armada

yang kuat serta membuat kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan senjata yang

didatangkan dari negara-negara Islam.

akhir kekuasaa a d . dukan Jepang,

Bengkalis

2

empertahankan

kemerdekaa duki Bengkalis

<

A )

_—
»
=
o
Py
[
Py,
su
N+
©
o
D
o
o

kembali pada

Bengkalis memiliki wilayah yang sangat luas harus mengalami pemekaran
wilayah yang cukup luas juga diantara yang pertama memekarkan diri dari
Kabupaten Bengkalis adalah Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang kemudian

disusul oleh Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dan yang terakhir sekali
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memekarkan diri untuk berpisah dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kabupaten
Kepulauan Meranti. Sehingga Kabupaten Bengkalis saat ini hanya memiliki
wilayah lebih kurang 7.793,93 km2. yang beribukotakan Kota Bengkalis. Yang

bergelar Kota T enga jungan.
2. Pr

K e S n i Provinsi Riau,
Indonesian _ - or 12 Tahun 1956
Lembaran ba aten Bengkalis

dengan ibu e — ] =

Gambar 1. i <abu

AP disay yepepe

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag
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3. Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera

antara 2° 7’ 37,2” - 0° 58’ 33,6” Lintang Utara dan 100°.57° 57,6” - 102° 30” 25,2”

kabupaten "in ! andat nghasilan terbesar
Kabupaten Beng adala _ ; el terbesar APBD-

nya bersamg

GT).

=

Sebalah utara berbatasan dengan Selat Malaka.

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak.

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Rokan Hulu dan Kota Dumai.

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti dan

Kabupaten Karimun.
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Kabupaten Bengkalis memiliki 8 kecamatan yaitu : Kecamatan Bengkalis,
Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan

Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.

ketinggian

rata-rata  sekit esar merupakan
tanah orga ﬁ je ah y Ng organik. Di

daerah ini , lau besar dan

Penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan proyeksi penduduk pada
tahun 2015 tercatat sebanyak 543.987 jiwa yang terdiri atas 279.255 jiwa
penduduk laki-laki dan 264.732 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan
proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kabupaten Bengkalis
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mengalami pertumbuhan sebesar 1,46 persen dengan masing-masing persentase

pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,40 persen dan penduduk perempuan

sebesar 1,53 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015

Tabel 11.1:

No.

1

2

3

4

5

6

7 Pinggir

8 | Siak Kecil 742,21 km?
9 | Bathin@: Solapan -
10 | Bandar Laksamana  Tenggayun -
11 | Talang Muandau  Beringin -

Sumber : Bengkalis dalam Angka 2017
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5. Adat Istiadat

Adat Melayu Kabupaten Bengkalis adalah adat yang bersendikan syariat

Islam. Sistem ini menempatkan peranan seorang ayahs.sangat menentukan dalam

Tt

u dan dipakai

dipergunakan

=RaNGea

Mak Cik.

Hubungan sangat erat kekerabatan dalam kehidupan masyarakat Melayu

Bengkalis terdapat dalam sebutan adat seperti :
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Sepahit-pahit daging masih banyak dapat dikunyah, selembut-lembut
tulang takkan terkena. artinya bagaimanapun jahatnya seorang keluarga, masih

dapat diakui dan dibimbing oleh keluarga lainnya, sedangkan orang lain

cukup tua keberada . igre ' a-pada tahun 1952

dengan wila K | as Va i a Dumai, Kecamatan

Rupat, Kecam atan Bukit Batu,

Kecamatan Sung : atan Tebing Tinggi
. <> 4

Sejalan dengan berj gan sejarah pembangunan

berdirinya Kantor Imigrasi Dumai, Kantor Imigrasi Selat Panjang dan Kantor
Imigrasi Siak Sri Indrapura. Saat ini Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8

(delapan) kecamatan yaitu :
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Kecamatan Bengkalis
Kecamatan Bantan

Kecamatan Bukit Batu

© N o g M~ 0w DN P

waktu hampir 4 (empat) jam perjalanan darat dan penyeberangan kapal roro
sehingga transportasi kapal roro ini menjadi urat nadi bagi kehidupan

perekonomian Kabupaten Bengkalis.
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Letak geografis yang langsung berbatasan dengan negara tetangga
Malaysia menjadikan Bengkalis sebagai pintu gerbang dari dan ke Malaka dan

Muar Malaysia, tidak heran apabila banyak sekali barang-barang produksi

yang menge sifat tanah seperti

ini tidak tah: tanah.

penduduk kota
warganegaraan
gkalis dimiliki dan
. Sedangkan mata
dibidang karet, sawit, dan pala gga masih banyak desa-desa yang

masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan.
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Kantor Imigrasi yang terletak di Jalan A. Yani No. 004 yaitu tepat di

jantung kota Bengkalis yang praktis hanya melayani pelayanan keimigrasian dari

penerbitan Paspor RI.

bagi pega

melakukan sebuah pekerja pun Visi dal sebagai berikut :

o I PRt
VISI |Kepasti : ani at' Secara Propedional,
' ari segi waktu dan

ceimigrasian  dengan
tidak diskriminatif

iy disay yejepe il udwnyo(]
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MISI

arakat dengan sangat
Jlanya kesalahan

pembinaan dan pelatihan
3 keimigrasian untuk
an kapasitas pelayanan

Memberikan Kemudaha arn ' a semaksimal mungkin untuk
Pelayanan Terhadap Masyarakat elakukan pelayanan yang efisien

Melaksanakan Pengawasan dan | Yakni melaksakan patrol rutin yang
Pemantauan Orang Asing dalam | dilakukan oleh pegawai keimigrasian agar
Rangka  Mengamankan  serta | terciptanya suasana yang aman dan nyaman
Menunjang Pembangunan Nasional | terhadap masyarakat yang kedatangan warga
negara asing
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3. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis

MENTERI

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

\“

KANTOR IMIG
KELAS | KH

A b

,—_f\\\\\‘l

SEKSI |
SARANA |
KEIMIG

SUB SEKSI
INFORMASI

SUB SEKSI
KOMUNIKASI

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

‘h‘\ ‘\‘-

1\

KANTOR IMIGRASI
KELAS Il1

2]

SUB BAGIAN

URUSAN
KEUANGAN

URUSAN
UMUM

VIIGRASIAN

SUB SEKSI
PENGAWASAN
KEIMGIRASIAN

SUB SEKSI STATUS
KEIMIGRASIAN

SUB SEKSI
PENINDAKAN
KEIMIGRASIAN
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4. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Kantor Imigrasi kelas Il

Bengkalis.

Di dalam ?' ‘~&I-- grasi memiliki fungsi
4 Q‘
|

]
,w’!" nerja dari setiap pegawai
LA\

yang dimana fungsi

yang ada dikantor imigrasi terute igrasi Kelas 1l Bengkalis. Adapun

fungsi dari kantor imigrasi tersebut yakni :

a. Penyiapan perumusan kebijakan departemen dibidang Keimigrasian.

b. Perumusan standart, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
Keimigrasian .
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. Pemberian bimbingan dan Evaluasi .

. Perencanaan pelaksana, pengendalian, pengamanan, teknis operasional di

bidang Keimigrasian .

Pencanangan pemberian Visa berbentuk stiker pada seluruh perwakilan
RI.
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C. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik

1. Teori Pelayanan Publik

emiliki suatu ruang

kesehatan, : ) sara an ian, kebutuhan
punan, kebutuhan
bentuk proses

syarakat dalam

yang luas” dan pelayanan “dalam arti yang sempit”. Pelayanan publikdalam arti
yang luas merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat secara
umum oleh embaga birokrasi pemerintah. Sedangkan pelayanan publik dalam arti

yang sempit merupakan pelayanan publik yang dilakukan secara tatap muka oleh
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seorang praktisi pelayanan publik (aparatur pemerintah) dengan seorang

masyarakat seperti pengurusan surat menyurat administrasi pemerintahan,

administrasi pembangunan, dan administrasi pelayanan kemasyarakatan.

mberian  layanan

atau pelay: yarakat ( karenanya dipergunakan

secara inte

tujuan bersama.

Oleh karena itu menurut Widodo dalam Maulidiah (2014:22) bahwa
birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan

public yang baik dan professional. Pada hakekatnya pemerintah wajib untuk
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memenuhi segala bentuk kebutuhan dasar dari msyarakat yang dilayanainya

khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakatnya,karena

pemerintah dibentuk dari awlnya memang untuk memberikan pelayanan kepada

terhadap
pemerinta paik terhadap
masyaraka imiliki  oleh

masyaraka

AL AR

=
=]
Q
<8}
>
S
]
QD (D
“oath

"ol
.@‘
Eand

anan publik. Oleh karena itu
penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas menjadi tuntutan bagi

pemerintah.
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Zeithaml, Berry, dan Parasuraman dalam Tjiptono

mengidentifikasi lima dimensi pokok yang berkaitan dengan kualitas jasa:

(1997:14)

1. fasilitas fisik,

2. anan yang

3. staf

4 n, kesopanan,

bahaya, resiko

5 slakukan hubungan,

uah kesimpulan

yakni itas | : adalah sus : ari ayanan publik atau

perlakuan terhadap c g pelayana standar nilai yang
baku.

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan yakni

yang cepat dalam arti tanpa hambatan.

pelayanan

2. Memperoleh pelayanan secara wajar, yaitu pelayanan tanpa disertai

kata-kata yang bernada meminta sesuatu kepada pihak yang dilayani

dengan alasan apapun.
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3. Memperoleh perlakuan yang sama dalam pelayanan, yaitu tanpa pilih
kasih dimana aturan dan prosedur diterapkan sama.

4. Memperoleh perlakuan yang jujur dan terus terang. Ini menyangkut

keterbukaan pihak yang melayani, seperti. jika ada masalah yang

keinginan 'dan ha o] 2 jadi_komitmen sebagai

perwujuda
Di

Misalnya dala

mengenai :

1. ) diberikan oleh
fungsi, dan
2 ang diberikan oleh
| <
3. Pola pelayana ‘ : 0. pola pelayanan yang dilakukan
\ee
secara terpadu pada at/lokasi oleh beberapa instansi

pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. Pola pelayanan secara terpusat, yaitu pola pelayanan publik yang oleh
suatu instansi pemerintah lainnya yang terkait bidang pelayanan publik.

Atau juga disebut “pelayanan prima”.

2. Unsur-unsur Pokok Pelayanan Publik
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Anggara (2012:575) mengemukakan pendapatnya tentang Unsur-unsur

pokok dalam pelayanan meliputi sebagai berikut :

1) Strategy, atau rencana yang dipergunakan untuk mencapai sasaran tertentu

4)

5)

6)

7)

difokuskan dalam superord goals. Hal ini berarti konsep bimbingan

diinstruksikan oleh organisasi kepada para anggotanya.

D. Konsep Pengawasan Pelayanan Pembuatan Paspor
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Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi

yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah

diselesaikan apakah sesuai dengan renana atau tidak. Karena itu bukanlah

Sujamto (1986:24) Produk “fangsung kegiatan pengawasan adalah
mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah
kepada objek yang dikendalikan. Jadi, kegiatan pengawasan akan menghasilkan

pengetahuan tentang objek pengawasan, sedangkan hasil dari suatu pengendalian
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adalah tindakan yang searah dan sesuai dengan apa yang dikehendaki subjek

pengendali.

Soekarno dalamsSitumorang (1998:20) mendefinisikan pengawasan adalah

pengawasan ate niliki f NQ 1 Selain itu, standar

atau tolak eNgawasa encana yang telah

kegiatan dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan
terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.Demikian juga supaya
tujuan penyelenggaraan pemerintah pusat yang dilakukan didaerah yang telah
direncanakan dapat terlaksana, maka perlu pengawasan. Dengan pengawasan akan
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diketahui apakah tujuan yang akan dicapai telah dilakukan dengan berpedoman
pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak. Oleh karena itu

pengawasan diadakan dengan maksud :

pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses
pengawasan ini terdiri dari beberapa tindakan (langkah pokok) tertentu yang

bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial.

Menurut Terry dalam Winardi (1986:397) mengemukakan bahwa:

60



Pengawasan merupakan suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam

langkah-langkah, meliputi:

~
ﬁ lui tindakan
=
=
5 o
< m merealisasi
8 =
& = : » ALK o
=] g tujuan, pengawsa ) u dila era A an pelaksanaan
= = .

= yang terdiri
B »
< &
e = ndar bagi hasil
5 =
- > pada rencana
_—r Dengan kata lain,
w =
o = dar bagi pelaksanaan
E oy
ﬂ-
=

Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa
yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

2. Mengadakan penilaian (evaluasi) dengan menilai dimaksudkan
membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat
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pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan
membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan

standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi

1. Menentukan ukuran atau pedo paku atau standar;

2. Mengadakan penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan;
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3. Membandingkan antara pekaksanaan pekerjaan dengan pedoman baku
yang ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang

terjadi;

-
=]
-
-
=
-3
o O
W-—'
& Z
2 =
= 2
=)
=
< =
e -
iy -
- >
0o 3
o =
=
@ 2
—
B =
E?w'
ﬂ-
=

Disamping pengawasan oleh atasan terhadap bawahan dan pengawasan

fungsional, juga sistem pengendalian manajemen (SPM) yang meliputi unsur-
unsur organisasi dan tata kerja, rencana kerja, tata cara atau prosedur, peraturan

perundang-undangan dan lain-lain adalah merupakan sistem pencegahan
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penyimpangan yang perlu mendapatkan perhatian. Dalam hubungan ini perlu
diingat bahwa dalam keadaan yang tidak tertib sulit terjadi penyimpangan.

Disamping itu keterbukaan manajemen juga merupakan salah satu sarana untuk

E.

Paspc Q me jala g diterbitkan
oleh Direktorat 0 gra lak Asasi Manusia,
dan perwakila i nege : ' an kepada Warga
Negara Ind

5 tahun. Namun
paspor yang diterbitka : € ya menerbitkan
paspor dengan ja an dar _ 2 tahun setelahnya.

pat dibatalkan atau
dicabut sewaktu- Paspor ini diterbitkan

Di halaman pertama paspor RI dapat ditemukan himbauan dari pemerintah

sebagai berikut:
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Dalam bahasa Indonesia:

"Pemerintah Republik Indonesia memohon kepada semua pihak

yang berkepentingan untuk mengizinkan kepada pemegang paspor ini

ANV
&

dunia. Namun

pada bebe

TRy

berkunjung
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Bagan Gambar I1.1 : Jenis-Jenis Paspor

~
- Untuk Warga Negara Indonesia

- Untuk Perjalanan Reguler

Diberi sampul warna Hijau

A

untuk perwakilan
i negara Indonesia
ebalan  hukum
akilan diplomatik

:
2
=
&
=)
\

Jhﬂ at

Iy disay yejepe il ud prmye (g

A, i Sampul Warna Biru

o
’, kepada  seseorang
arga negaranya. EX:

” angan teknisi dan
f . administrasi dari suatu
Jenis-Jenis Paspor 1 1Nas/h v é# matik, ex: Kedutaan

ﬂ’ tuk orang berhaji
pul warna coklat.

kepada  kelompok
keperluan  kelompok
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Bagan Gambar 11.2 : Macam-Macam Paspor

[ Macam-Macam Paspor J

Paspor Paspor Paspor
Hijau Hitam Biru
I
o i i
@iri-cirinya: Ciri-cirinya:

- Berwarna biru

- Berlaku untuk peg
negeri yang akan
melaksanakan tug
pemerintah yang

=.Berwarna hijau
-/Ada 2 jenis yakni 48
m untuk umum, 24

tuk TKI.
- derlaku 2th dapat

pefpanjang  hingga bersifat diplomatil

h
= =
- s r

= : Ciri-ciriny

E. B arna hitam - Bersifat e
< = uk setiap warga lembaga \
ﬂ = g memiliki status mengelua
wm = diplomatik (konsul, - Untuk me
- > plomat, pejabat). masalah p
E} - & ntuk misi diplomatik terhadap |

g =] 1
@ Z
— .
=
E o
jovi
=
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berpergian keluar nege

2. Syarat Pembuatan Paspor

Sebuah paspor baru bisa dimiliki oleh seseorang untuk keperluan

i_baik berupa perjalanan wisata, berobat, kepentingan

)14 tentang

elasan yang

kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian
pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah

mengganti nama; dan

Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.
Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1
huruf ¢ harus dokumen yang memuat :
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nama;
tanggal lahir;
tempat lahir; dan

nama orang tua

Indonesia,

Imigrasi ya K pa asi se an_ mengisi aplikasi

telah mengganti nama; dan

f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa

3. Calon TKI Domisili Indonesia
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Bagi calon tenaga kerja Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah
Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat

Imigrasi yang ditujukan pada kantor Imigrasi yang masih berada dalam Provinsi

DI disay yepepe fur udwnyo(

Tenaga Kerja Indonesia

Kerja Provinsi atau

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

kabupaten/kota; dan

f. Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 2
huruf ¢ harus dokumen yang memuat:

- Nama;
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- Tanggal lahir;
- Tempat lahir; dan

- Nama orang tua.

Dalam ha ebagaimana_dim poin 2 huruf ¢ tidak

Y w4
ép Rnenn 5,“
-

Imigrasi yang

likasi data dan

tau keterangan

ggal di negara

Indonesia, permohonan Paspor biasa di luar Wilayah Indonesia diajukan kepada
Menteri atau Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia dengan

melampirkan persyaratan:

a. Paspor biasa ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia; dan
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b. Surat keterangan lahir dari Perwakilan Republik Indonesia.

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Imigrasi N0.8.12.03.02 tahun 1997

tanggal 25 Juni 1997 tentang SPRI pada bagian Il . B. 2 bahwa persyaratan

pembuatan paspo

semakin
meningkatnya tind imigrasian. Kebutuhan
untuk keluar atau mema uatu kebutuhan bagi banyak
orang .Untuk memasuki Negara tujuan dengan kepentingan studi, liburan,

bisnis, kunjungan diplomatik maupun tujuan kerja di sebuah Negara maka
seseorang tersebut dapat melakukanya asal orang tersebut dapat memenuhi syarat

— syarat yang telah ditetapkan .
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Seperti kita ketahui agar tidak mengalami suatu masalah yang rumit dalam
melakukan suatu perjalanan untuk memasuki suatu Negara, seseorang

tersebut diwajibkan untuk dapat menunjukan dokumen perjalanan yang sah. Surat

iy disay yejepe il udwnyo(]

g dimaksud prosedur yaitu

| K Q ara d
petugas pelayanan Ka m ‘ “‘1[»

langkah — langkah, tahap — taha a cara pelayanan umum baik teknis

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

maupun administratif yang harus dilalui dalam pembuatan paspor .

Berikut tahapan pembuatan permohonan paspor :

73



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Tabel 11.2 : Tahapan Pembuatan Paspor

HARI TAHAPAN
a. Pendaftaran
KE-1 b. Verifikasi
KE -2 a. Proses Input Data Imigrasi
oto Dan Sidik Jari

pastikan anda datang sebelt or imigrasi buka kira-kira sebelum jam
6, dan bagi anda yang bertempat tinggal di wilayah Depok, anda harus
lebih siaga karena kantor imigrasi di wilayah depok membatasi hanya 200
kuota pemohon setiap harinya jadi sebelum jam 6 semua pemohon sudah

mengantri panjang untuk mendapatkan kouta.
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10.

Gunakanlah pakaian yang rapi dan bersih karena anda akan memasang
foto di paspor dan akan terus anda gunakan sampai 5 tahun ke depan.
Sangat dianjurkan jika anda menggunakan pakaian selain warna putih

karena background sesi foto pada paspor akan berwarna putih.

Setelah-anda tiba di kantor imigrasi anda dapat bertanya ke petugas yang
ada, dimana anda dapat mengambil nomor antrian. Sebelum anda
mengambil nomor antrian;-anda; harus. mendapatkan ID PASS terlebih
dahulu.

Anda juga akan diberikan formulir yang wajib untuk anda isi.

Tepat pukul 07.00, petugas imigrasi akan membagikan 1D PASS sebelum
anda mendapatkan nomor antrian, setelah i1tu silakan mengambil nomor

antrian di pos satpam, petugas akan mengarahkan anda.

Lalusilankan anda .mendatangi __ruangan -cek berkas, anda harus
mendengarkan baik-baik informasi nomor antrian - yang disebutkan
petugas; jika anda mendapatkan giliran, maka bergegaslah datang ke loket
dan memberikan semua dokumen-yang diperlukan. ("Khusus lansia di atas
umur 60 tahun, balita dibawah umur 5 tahun dan difabel akan
mendapatkan antrian prioritas )

Semua dokumen anda akan di cek oleh pihak imigrasi, jika dokumen
perlengkapan anda ‘sudah lengkap-dan memenuhi syarat anda akan
mendapatkan kembali nomor-antrian untuk masuk ke sesi selanjutnya
yaitu sesi wawancara, sidik jari, dan foto. Biasanya anda akan diberikan

map berwarna kuning.

Pada saat interview, pertanyaan yang pasti diajukan oleh petugas yang

bertugas adalah apa tujuan kalian berpergian ke luar negeri, jawab semua
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permohonan paspor dilayani ol

pertanyaan dengan jujur karena izin berpergian akan disesuaikan dengan

hasil wawancara tersebut.

11. Anda harus membayar sejumlah uang untuk membuat paspor, untuk

12. Big | ya a . di erapa bank seperti BCA,

13. Biasanyz Ka i piha n paspor akan

14. jlah setels JF ha engambilan paspor

pelayanan yaitu dibawah unit seksi

Lantaskim. Pelayanan adalah suatu proses yang kita berikan pada pihak lain, dan

pihak lain tersebut menerima seperti apa yang mereka inginkan.
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Hal ini berdasarkan keputusan Mentri No. M. 08 — 12.03.10 tahun 2006

tanggal 31 Agustus 2006 bahwa :

perjalanan ke

tinggal di luar

ik di bawah usia

. Program tukar menukar pe

1

2

3. Tugas belajar atau melanjutkan sekolah
4. Pengobatan dan perawatan medis

5

. Bepergian dengan orangtuanya

77



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

6. Dasar Hukum dan Tarif Pembuatan Paspor

Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia kepada ga negara Indonesia u melakukan perjalanan

diterbitkan. 'Masa . i ; bagi anak

Dasar hukum pengenaan biaya pembuatan paspor adalah PP Nomor 45
Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
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Tabel 11.3 : Tarif Pembuatan Paspor

Jenis PNPB SATUAN TARIF

A, |PASPOR BIASA
1 |Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI Per Buku (Rp  300.000
2 |Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih
Berlaku

3 |Paspor Biasa

12 |Jasa peng
Berbasis B

jelaskan dalam pasal 126 huruf Undang Nomor 6 Tahun 2011 yakni :
“memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar
untuk memperolen Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya
sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah)”.
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BAB 111

PENGAWASAN ATAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI KATOR
IMIGRASI KELAS 11 BENGKALIS

penelitian pe a dalam p ( Ttor migrasi Kelas
Il Bengka da keku ! ‘i_f dalam proses
penginputan date pe < : 7 dalam proses
pengimputa (# _, ‘masih men secara manual
walaupun .

secara on-li

dalam pengi

\ﬂ‘:\g\

Ee;
&
o
=
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&
o
w
N
T
-
5
~
123
7]
o
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>
Q
=
=
=

paspor telah

Jika kita menelaah dari teori pelayanan yang dimana Pelayanan publik
dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
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Dari pengertian pelayanan tersebut sudah dijelaskan bahwa pelayanan
yang harus diberikan oleh setiap instansi atau organisasi pemerintahan bersifat
mutlak dan wajib untuk kepentingan rakyat terutama untuk urusan yang bersifat
pelayanan dasar.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan hasil dari wawancara penulis
dengan Bapak Yose Rizal,.S.Kom\ {Kasi Lalu Lintas Keimigrasian) Kantor
Imigrasi Kelas Il Bengkalis yang menyatakan bahwa:

“Pelayanan pembuatan paspor ada 2 (dua) cara yakni bisa dengan Walk-In
(datang secara langsung) atau dengan antrian pendaftaran paspor online.
Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis sudah menerapkan pendaftaran antrian
paspor yang aplikasinya diberi nama APP Pendaftaran Antrian Paspor
Online (APAPO) sejak 26 Januari 2019. Hal ini belum-efektif diterapkan
dikarenakan jangkauan akses internet di Kabupaten Bengkalis masih
belum merata, maka daripada itu dikantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis rata-

rata masihmenggunakan sistem secarasmanual dalam pembuatan paspor.”
Dari pernyataan tersebut dapat kita kaitkan dengan indikator daripada
proses pengawasan terhadap pelayanan pembuatan paspor masih dikategorikan
kurang berfungsi dan kurang efektif dalam pengawasannya dikarenakan masih
adanya proses pembuatan pasporyang masih menggunakan pengisian data diri
secara manual, hal ini berlaku karena masih adanya kendala pada sistem

jangkauan internet masyarakat di Kabupaten Bengkalis khususnya di Pulau

Bengkalis. Dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Yose Rizal, S.Kom:
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“Bahwa yang menjadi kendala adalah kurangnya pengetahuan masyarakat
di pelosok-pelosok desa tentang menggunakan internet dan masih
kurangnya jangkauan internet di daerah Kabupaten Bengkalis Khususnya
Pulau Bengkalis. Hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan dari Kantor

ntor Imigrasi

~
z
=y asi Kelas I
= . o
- Bengkalis ang baik dari
s o
e grasi Kelas Il
8 =
g E Bengkalis maka kant ‘perlu memenuh 2 at, yaitu:

=
-
E_ ™y 1.
ﬁ e~ 2.
- = 3.
- > 4
02 '
@ = 5.
@ 2
— = 6.
g o 7.
E 8.
ﬂ. 9.
=

Sedangkan untuk melihat pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1l Bengkalis
terhadap pelayanan pembuatan paspor maka diperlukan beberapa persyaratan

yang tentunya harus dipenuhi agar pengawasan yang dilakukan bisa berjalan
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuan yang harus ada dalam

hal pengawasan menurut Manullang yakni harus ada 3 kriteria:

bergantung sat
_ _ o
lainnya di 3 Droses : ﬂﬁ

' o
Kantor Imigras 3 [ 3 an \
= G S Yol

d
&
o
r

dak

paspor di Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis dengan cara memberikan beberapa
pertanyaan berupa kuisioner. Yang dimana setiap pertanyaan dari kuisioner yang
peneliti ajukan memiliki bobot jawaban yang berbeda, yang kemudian peneliti

jabarkan satu persatu dari jawaban terhadap pertanyaan kuisioner tersebut yakni :
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1. Proses pembuatan paspor dikatakan “Baik” jika petugas keimigrasian
tidak berbelit-belit dalam melakukan verifikasi data pemohon paspor
yang kemudian diberikan nilai 3, dikatakan “Cukup Baik” jika petugas

ilai 2, dan

‘t' dian diberikan

dua hari yang

ST

” jika waktu

L UL
[
S
QD
oD
=3
O
D
=,
2
QD
-

Baik” jika biaya pembuatan paspor di jelaskan langsung oleh petugas
imigrasi yang kemudian diberikan nilai 2, dan dikatakan “Kurang
Baik” jika biaya pembuatan paspor tidak diberitahukan oleh petugas

imigrasi yang kemudian diberikan nilai 1.
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4. Kemanan yang diberikan oleh petugas keimigrasian terhadap
pembuatan paspor dikatakan “Baik” jika tidak terjadinya kehilangan

barang atau benda yang dibawa oleh pemohon paspor yang kemudian

jika masih terjadinya

‘ @
‘|“L‘.“ .@a paspor yang

“Baik” jika semua permohonan pembuatan paspor sudah dilakukan
secara komputerisasi yang kemudian diberikan nilai 3, dikatakan
“Cukup Baik” jika dalam permohonan pembuatan paspor sudah

menggunakan sistem komputerisasi tetapi masih ada yang
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menggunakan cara manual yang kemudian diberikan nilai 2, dan

dikatakan “Kurang Baik” jika dalam permohonan pembuatan paspor

masih menggunakan cara manual yang kemudian diberikan nilai 1.

oy Baik” jika pemohon

Q‘.‘.“ ‘ .a itentang tata

paspor secara ti ani an.cemberut yang kemudian diberikan
nilai 1.
9. Suasana ruang tunggu dikantor imigrasi dikatakan “Baik” jika

pemohonan merasa nyaman pada saat menunggu antrian dalam

pembuatan paspor yang kemudian diberikan nilai 3, dikatakan “Cukup
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Baik” jika pemohon merasa kurang nyaman pada Saat menunggu

antrian dalam pembuatan paspor yang kemudian diberikan nilai 2, dan

dikatakan “Kurang Baik” jika pemohon merasa tidak nyaman pada saat
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data tentang kepuasan masyarakat terhadap Pengawasan Atas Pelayanan
Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi yakni seperti yang terlihat pada tabel

sebagai berikut :
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Tabel 1V.1

: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pengawasan
atas Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas |1

Bengkalis.
Jumlah Pertanyaan
No 175 41516 | 7] 9 (10| Jumian
1 2 2 2 19
2 25
3 27
4 26
5 3 30
6 30
7 22
8 17
9 24
10 22
11 3 29
12 5 - T 25
13 ot 2 = 29
14 <ZIIN3] 3 29
15 2 z 28| AR 2 20
16 | 3 27
17 g 25
18 | 3 3 2 3 27
19 3 22
20 | 2 . 25
21 3 2 21
22 3 2 26
23 3 3 3 27
24 | 3 | 3 3 30
25 | 3 |3 2 | 2 26
26 | 3|3 |3 3 123 28
27 | 3 |3 |12 3123 23
28 2 131333 3 2| 3|3 27
29 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 26
30 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 24
31 | 3|3 |3 |22 ]|3|]2|3]|]2]3 26
32 /| 3]/3]3]3]3]3[3|]2]3]3 29
33 2 /3133 |3 |2 |3]|]2]3]3 27
34 | 2|33 ]33 |]2|2|3]|]3]3 27
3% | 3|2 |3 |23 |3 |3|3]|]2]|2 26
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Jumlah Pertanyaan
No mi 7273456789 [10] Juman
36 2 |3 |12 ]1)2]|2]2]|3]|]1 19
37 3 /3|2 |2 |2 |3 ]|]2]|2]|2]|2 23
38 2 |33 |13 ]2 |2 ]|2]2]|3]3 25
39 2 | 3 3/ 3]3 |2 2 26
3 2 26

i

:
E

esponden secara

a Range Skor

ARARA-AN

kuisioner yang penulis dapatkan dan sesuai dengan pertanyaan yang penulis
ajukan masih adanya repon yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan
oleh kantor imigrasi kelas 2 bengkalis terhadap pelayanan pembuatan paspor

masih dikategori kurang baik, disinilanh pentingnya fungsi pengawasan dari
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pegawai keimigrasian Khususnya bidang pengawasan dan penindakan

keimigrasian.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor lmigrasi Kelas Il Bengkalis
selama ini sudah diterapkan terutama dalam proses pelayanan pembuatan paspor
yang hal ini didukung oleh jawaban dari Kasi Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian oleh Bapak'Denny Febriansyah,”SH_ atas pertanyaan wawancara

yang peneliti ajukan bahwasanya beliau menjawab:

“Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas
Il Bengkalis bahwasanya melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan
Menteri© Hukum dan Ham No 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengawasan Keimigrasian yang pertama pengawasan dilakukan terhadap
warga negara Indonesia, kedua terhadap warga negara asing. Pengawasan
tersebut meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.
Untuk pelayanan itu termasuk. ke-dalam pengawasan administratif, untuk
pengawasan administrastif terhadap WNI yang dimaksud sesuai dengan
pasal 2 dan pengawasan administratif sesuai dengan pasal 5 dilakukan
melalui pemerikasaan dan penelitian berkas secara manual atau melalui

sistem informasi keimigrasian.”

Hal ini sudah sewajarnya menjadi tolak ukur dari Kator Imigrasi kelas Il
Bengkalis untuk berbenah diri dalam melakukan pengawasan atas pelayanan
pembuatan paspor, jika hal ini tidak diindahkan dan tidak segera dilakukan
evaluasi oleh Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis maka akan ada kemungkinan

tingkat prestasi yang sudah baik dimata masyarakat menjadi cukup baik atau
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bahkan kurang baik dari apa yang telah diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 11

Bengkalis.

Kemudian di_dalam pengawasan kantor imigrasi kelas Il bengkalis
terhadap pelayanan-pembuatan paspor juga memiliki aturan dan ketentuan yang
harus di taati oleh pemohon pembuat paspor, terutama dalam memberikan
informasi data diri yang:sah:-Jika hal ini tidak diikuti oleh pemehon pembuat
paspor maka kasi pengawasan dan penindakan keimigrasian kantor imigrasi kelas
Il bengkalis berhak menegur dan bahkan memberikan sanksi berupa tidak
diterbitkannya paspor yang diinginkan oleh pemohon atau bahkan sanksi tegas
lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian pasal 126 huruf.C. yakni :

“ setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah
atau keterangan yangtidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan
Republik Indonesia bagt dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Donny Febriansyah, SH dalam

wawancara yang peniliti lakukan yakni beliau‘juga mengatakan bahwa:

“Apabila diketemukannya penyimpangan atau apabila para pemohon
pembuatan paspor memberikan data diri yang tidak sesuai atau tidak valid
maka kita kembalikan kepada UU Nomor 6 tentang Keimigrasian pasal
126 disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang

tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh
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Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang
lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dan apabila ada oknum dari kantor keimigrasian yang terlibat dalam hal
ini, kembali ada aturan-hukumnya_juga yaitu pasal.133 huruf a Pejabat
Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan-sengaja dan
melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
danfatau memberikan ‘atau’ ‘memperpanjang Dokumen. Keimigrasian
kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa pernyataan dan dari Undang-
Undang Nomeor 6 tentang Keimigrasian bahwasanya setiap-pengawasan yang
dilakukan oleh kantor imigrasi kelas Il bengkalis sudah dilakukan dan walaupun
hal ini belum terasa dan terlihat oleh masyarakat yang melakukan pemohonan
pembuatan paspor. Hal ini karena kurangnya informasi yang.juga di dapat oleh
masyarakat tentang tata cara mereka dan-informasi mengenai sanki yang mereka
dapatkan jika para pemohon tidak memberikan data pribadi yang sah atau tidak
benar. Dikarenakan informasi yang mereka dapatkan kurang tersampaikan dan
bahkan bagi para pemohon yang berdomisili jauh dari kota hampir tidak pernah
tesentuh informasi tentang tata cara pembuatan paspor dikarenakan berbagai hal

dan kendala yang ada.
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Hal ini dipaparkan oleh Bapak Agus, SH Sebagai Kepala Sub Seksi
Informasi yang dimana beliau menjawab pertanyaan peneliti tentang cara
masyarakat mendapatkan informasi. beliau menegaskan bahwa.

“ Jadi-caranya ada 3 (tiga) yang pertama secara langsung yakni melalui

siaran RRI siaran langsung dan yang kedua lewat banner, Kita

menyebarkan banner di kantor-kantor lurah kantor kepala desa semuanya
disitu jadi, kalau kebetulan'ada warga‘yang-mengurus sura-surat dokumen
dikantor desa sekalian melihat ada banner ‘imigrasi disitu ada tata cara
pembuatan paspor dan syarat-Syaranya apa saja dan yang ketiga lewat

media sosial Kita sebarkan juga tata caranya, lewat facebook, instagram
dan twitter”

Dari pemaparan Kepala Sub Seksi Informasi Kantor Imigrasi Kelas 1l
Bengkalis diatas maka tidak ada yang tidak mungkin bahwa masyarakat
mendapatkan informasi yang.valid dari kantor.Imigrasi itu sendiri. Terkadang
tidak sampainya informasi yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I
Bengkalis bukan karena tidak ‘adanya sosialisasi-tetapi melainkan kurangnya akses

dan kepekaan masyarakat terhadap sosialisasi tersebut.

Peneliti disini bisa menangkap bahwa dari hasil penelitian penulis, penulis
menemukan berbagai macam pendapat dan tangapan dari teknik pengumpulan
data yang penulis terapkan dan tentunya penulis merasa cukup puas atas
perbedaan pendapat tersebut, sehingga penulis bisa mengambil pelajaran yang
berharga dari penelitian penulis tentang Pengawasan Atas Pelayanan Pembuatan

Paspor di Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis.
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B. Hambatan Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis dalam melakukan
Pengawasan Atas Pelayanan Pembuatan Paspor

Didalam sebuah perbuatan pasti memiliki sebuah hambatan. tidak terkecuali

bahwa yang

yakni “masih

yang mereka ajukan yang mengakibatkan petugas keimigrasian harus
melakukan penjelasan seacara berulang-ulang supaya masyarakat

bersangkutan bisa mengerti terhadap proses pembuatan paspor.
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2. Kemudian hambatan lainnnya yakni masih adanya pemohon pembuatan
paspor yang memberikan data yang tidak sah atau tidak benar sehingga

memberikan dampak terhadap dirinya sendiri yakni dengan tidak

permohona eka ) 1 domi ‘1":' 2da d abupaten Bengkalis.
Hal inilah-yang menimbulkan terjadinya perbedas ibadi pemohon

paspor de » ) an.  Sehingga diproseslah

Adapun kendala lainnya yakni kurangnya akses internet maupun kepekaan
masyarakat terhadap informasi yang disosialilasikan oleh pihak Kantor
imigrasi Kelas 1l Bengkalis terhadap tata cara pelayanan pembuatan paspor.

Pada kendala disini bukan hanya disebabkan oleh pihak keimigrasian maupun
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masyarakat, karena disini terutama di Kabupaten Bengkalis memang sangat
sulit untuk akses jaringan internet, dikarenakan Ibukota Kabupaten Bengkalis

sendiri berada di pulau yang terpisah dari Pulau Sumatera, yang hal ini

apatkan askes internet

ama sekali tata

an komunikasi

ketinggalan atau

bahkan terl : J sendiri. Dan untuk

desa yang kekurangan akses jaringan internet yang berada di Kabupaten

Bengkalis.

. Sedangkan kendala pengawasan terhadap pelayanan pembuatan paspor sesuai

yang dikemukakan oleh Bapak Donny Febriansyah, SH Kepala Seksi
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Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yakni “yang pasti dari sumber
daya manusia yang dimana kekurangan sumber daya manusia Khususnya

dibidang teknis, jadi dirasakan masih kurang begitu optimal dengan adanya

a hingga tahun
gga hal inilah
pengawasan di
bekerja ekstra,
harus di awasi,

sumatera, Pulau

kantor imgirasi khusunya dalam pengawasan terhadap pelayanan pembuatan
paspor. Terhambatnya kinerja petugas keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas Il
Bengkalis dalam melakukan pengawasan saat ini adalah kurangnya sarana

dan prasarana yang memadai, seperti terbatasnya kapasitas pendaftaran online
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yang diberikan oleh Kantor Imgrasi Pusat kepada Kantor Imigrasi Kelas Il
Bengkalis. Yang dimana untuk kapasitas pendaftaran online hanya dibatasi

untuk 30 orang perhari, yang ini ketika pemohon pembuatan paspor melalui

&/
P
—* J’f an pembuatan
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

wasan Keimigrasian dan

Kelas 11 Bengkalis sudah
menggunakan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 126
huruf C dan pasal 133 huruf A.

2. Masih adanya kendala yang menjadi penyebab kurangnya pengawasan

yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan pembuatan paspor
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yakni adanya kendala terhadap kuota yang terbatas pada sistem antrian
online pembuatan paspor dan sering terganggunya jaringan internet di

Kabupten Bengkalis itu sendiri. Kantor imigrasi dalam memberikan

Kinerja untuk
memperbaiki setiap kele g ada agar masyarakat merasa puas
terhadap pelayanan dan pengawasan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi
kepada mereka dalam melakukan proses pembuatan paspor jika perlu
pegawai imigrasi turun langsung mengantar paspor yang telah siap jika

sudah dua hari belum diambil oleh pemiliknya.
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